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I.I. La tar Belakang 

BABI 

PENDAlfULUAN 

Ketergantungan Indonesia terhaclap utang luar negeri untuk membiayai 

pembangunan dan mengatasi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(APBN) selama ini mengakibatkan semakin terpuruknya kondisi keuangan 

negara. Hal ini bisa dilihat dari besamya jumlah cicilan utang yang harus dibayar 

pada tahun 2007 yang mencapai 200 triliun rupiah atau sepertiga dari total 

pengeluaran (RAPBN 2007). Kondisi ini diperparah dengan besarnya pengeluaran 

untuk memperbaiki infrastmktur yang hancur akibat beragam bencana yang 

datang silih berganti. 

Ekspor minyak dan gas bumi yang beberapa waJ...--tu lalu menjadi sumber 

utama penerimaan negara, kini sernakin menurun perannya dalam struktur 

penerimaan dalam negeri. Hal ini diakibatkan ketidakmampuan sektor migas 

dalam mencukupi kebutuhan dana yang semakin meningkat (Suhamo:1003:9). 

Begit11 juga dengan ekspor komoditas basil butan yang diharapkan bisa 

mengurangi ketergantungan penerimaan negara kita terhadap ekspor rninyak dan 

gas bumi, juga tidak bisa bertahan lama dalam menyokong penerimaan negara. 

Pemanfaatan sumber daya alam yang bisa dibilang dilakukan secara tidak 

bertanggung jawab ini dinilai lebih banyak menimbulkan dampak negatifuya. Hal 

ini bisa dilihat dari besarnya kerusakan alam dan juga bencana yang terns terjadi 

akhir-akhir ini akibat eksplorasi yang berlebihan tersebut, sedangkan keuntungan 

yang diperoleh hanya dinikmati segelintir golongan. 

- t 
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Berkurangnya cadangan sumber daya alam kita yang malah diiringi 

dengan semakin besamya utang Iuar negeri menggambarkan secara jelas bahwa 

IangkaJ1 pemerintah dalam mengupayakan peningkatan penerimaan negara dengan 

mengandalkan sektor-sektor tersebut merupakan suatu kesalahan. 

Pemerintah harus mulai berpikir keras untuk mencari sumber-sumber 

pendapatan baru. Berharap pada laba BUMN sudah tidak mungkin, karena 

sebagian pcrnsahaan-perusahaan milik negara tersebut tidak bisa memberi 

kontribusi yang berarti dalam struktur penerimaan negara. Menjual aset-aset 

ncgara mclalui privatisasi BUMN juga bukan mcrnpakan solusi yang tepat karcna 

akan merubah perusahaan tersebut menjadi entitas bisnis mumi yang hanya 

berprioritas pada penciptaan laba semata, tanpa mempedulikan fungsi-fungsi 

sosial yang biasanya melekat pada perusahaan negara. Salah satu sumber 

penerimaan dalam ncgeri yang masih bisa diharapkan untuk mengatasi defisit 

anggaran tersebut adalah sektor pajak. 

Roda pemerintahan dan pembangunan tidak mungkin dapat digerakkan 

tanpa didukung oleh dana, temtama dana yang berasal dari pajak. Kesadaran 

pemerintah akan pentingnya sektor pajak sebagai sumber utama pencrimaan 

negara dan untuk menghadapi perkembangan ekonomi dunia yang begitu pesat 

pada era globalisasi dimulai tahun 1983. Refonnasi perpajakan (tax reporm)_ 1983, 

telah membuat pembahan mendasar ke araJ1 pembaruan dalam sistem perpajakan 

nasional. Masyarakat ditcmpatkan dalam posisi utama dalam pclaksanaan 

kewajiban perpajakannya. Hal ini sangat sejalan dengan tuntutan social oriented, 

dimana masyarakatlah yang pali11g menentukan kehidupan dan kegiatannya, 

sedangkan pemerintah lebih berfungsi sebagai pengawas, pembina, dan penyedia 
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fasilitas. Saat itu, melalui kesepakatan dan kemauan politik bersama antara 

pemerintah dengan masyarakat (melalui wakinya di DPR) yang dituangkan dalam 

Undang-Undang Perpajakan, terjadi perubahan mendasar dalam sistem 

perhitungan dan penetapan pajak, yakni dari ojjicia/ assessment system menjadi 

self assessment system. 

Bila semula dengan official assessment system, besamya pajak terutang 

yang harus dibayar oleh mesyarakat dihitung oleh kantor pajak. Dengan sistem 

ini, banyak yang beranggapan dan memberikan kesan bahwa penetapan pajak 

dilakukan secara sepihak. Schi.ngga pajak dianggap sebagai momok, karena setiap 

saat dianggap bisa muncul ketetapan pajak yang mungkin tidak diduga 

sebelumnya. Dengan self assessment system, masyarakatlah yang paling 

menentukan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, mulai dari mendaftarkan 

diri scbagai Wajib Pajak, mengbitung besarnya pajak yang tcrutang, membayar 

pajak sendiri ke bank atau kantor pos, dan melaporkannya ke Kantor Pelayanan 

Pajak (KPP). 

KPP hanya melakukan fungsi pengawasan dan pembinaan, apakah 

masyarakat telah melaksanakan kewajiban pcrpajakanuya sesuai dengan Undaug

Undang Perpajakan. Kegiatan yang dilah.-ukan diantaranya dengan melah."Ukan 

perneriksaan pajak, yang tujuannya untuk menguji kepatuban pemenuhan 

kewajiban perpajakan. Bila ada yang behun atau tidak sesuai, akan dihitung 

kembali besamya pajak yang temtang, dan ditcrbitkan kctetapan pajak. 

Menumt administrasi pajak, saat terutang pajak yang ditetapkan dalam 

Undang-Undang Perpajakan merupakan awal dimana negara akan dan telah 

membukukan penerimaan pajak dari masyarakat, dan apabila waktu pembayaran 
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pajak tersebut telah jatuh tempo namun belum dilakukan pembayaran maka 

langsung dikenakan sanksi berupa bunga dua persen perbulan. 

Namun ada sisi lain yang sering tidak dirasakan oleh masyarakat sendiri, 

bahwa setiap pajak yang terutang (baik dengan self assessment system maupun 

karena ketetapan pajak) merupakan penerimaan negara yang seharusnya suda.li 

terealisasi, yang dapat digunakan untuk keperluan masyarakat banyak yang berarri 

saat itu juga telah terjadi konipsi atas uang pajak oleh masyarakat, karena neg~ra 

telah dirugikan (Liberty Pandiangan:2005). Oleh karena itu, KPP akan melakukan 

tindakan pengihan pajak bagi masyarakat yang mempunyai utang pajak. Tindakan 

yang dilakukan dirnulai dengan Surat Teguran, kemudian dilakukan tahapan 

tindakan selanjutnya. Secara berturut-turut dengan Surat Paksa, penyitaan atas 

harta yang dirniliki, hingga dilakukan lelang. Selain itu, dapat juga tindakan 

bepergian keluar negcri maupun pcnyanderaan (gijzeling). Jika ada indikasi yang 

bersangkutan akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, atau bemiat 

untuk itu, demikian juga bila memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang 

dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usaha atau 

pckcrjaan yang dilakukan di Indonesia, maka KPP akan mclakukan tindakan 

penagihan seketika dan sekaligus. 

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian 

dengan judul "Pengaruh Pelaksanaan Penagihan Terhadap Pelunasan Utang 

PPh di Kantor Pelayanan Pajak Palembang Jlir Barat" 
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1.2. Pcrumusan Masalah 

Adapun pemmusan masalah yang akan dijadikan dasar pembahasan dalam 

penelitian ini adalah: 

1) Bagaimana prosedur dan pelaksaaaan penagihan utang pajak di Kantor 

Pelayanan Pajak Palembang llir Barat? 

2) Apa saja kendala yang dihadapi selama proses penagihan tersebut? 

3) Bagaimana pengamh pelaksanaan penagihan terhadap pelunasan utang 

PPh di Kantor Pelayanan Pajak Palembang Ilir Barat? 

1.3. Tujuan dan Manfaat Pcneilitian 

1.3.1. Tujuan Pcnelitian 

Sesuai dengan perumusaa masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1) Mengetahui bagaimana prosedur dan pelaksanaan penagihan utang 

pajak di Kantor Pelayanan Pajak Palembang llir Ba.rat. 

2) Mengetahui berbagai kendala yang ditemui selama proses penagihan 

tersebut. 

3) l'vtengetahui bagaimana pengaruh pelaksanaan penagihan terhadap 

pelunasan utang PPh di Kantor Pclayanan Pajak Palembang Ilir Barat. 

1.3.2. Manfaat Pcnelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan penelitan ini adalah 

sebagai berikut: 

1) Ivtemberikan pengetahuan kepada penulis mengenai penagihan pajak 

khususnya penagihan PPh. 
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2) Sebagai acuan bagi pihak lain khususnya rekan-rekan mahasiswa yang 

benninat untuk melakukan . penelitian lanjutan mengenai penagihan 

pajak. 

1.4. Metodologi Penelitian 

Agar penelitian ini lebih terencana dan sesuai dengan apa yang 

diharapkan, maka diperlukan suatu kcrangka acuan yang mengarahkan pada 

pencapaian tujuan penelitian. Adapun kerangka acuan tersebut adalah sebagai 

berikut: 

1) Objek Penelitian 

Kantor Pelayanan Pajak Palembang flir Barat terletak di jalan Kapten 

A. Rivai. 

2) Ruang Lingkup Pembahasan 

Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai 

bagaimana proses pelaksanaan penagihan utang pajak di Kantor 

Pelayanan Pajak Palembang Ilir Barat dan kendala-kendala yang sering 

muncul sclama proses tcrsebut., serta mcngcnai pengarub pclaksanaan 

penagihan terhadap pelunasan utang PPh di Kantor Pelayanan Pajak 

Palembang Ilir Barat. 

3) Metode Pengumpulan Data 

Data yang digunakan dalam penclitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Data Primer, yaitu data yang diambil langsung dari Kantor 

Pelayanan Pajak Palembang Ilir Barat, terdiri dari: 

I) Gambaran umum Kantor Pelayanan Pajak Palembang Bir Ba rat 



7 

2) Datajumlah utang PPh tahun 2005 dan 2006 

3) Data realisasi penerimaan PPh tahun 2005 dan 2006 

4) Data Pelaksanaan kegiatan penagihan yang dilakukan dari 

tahun 2005 dan 2006 

b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui buku teks, 

literatur dan makalah seperti Undang-Undang Perpajakan dan hasil 

riset mengenai perpajakan. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui: 

a. Kegjatan obscrvasi, dimana data diperoleh dcngan cara 

mengadakan pengamatan langsung dilapangan. 

b. Studi pustaka, dimana data diperoleh dari berbagai buku teks dan 

literatur yang membahas mengenai penagihan pajak. 

c. Browsing, dimana data didapat melalui penelusuran di internet 

d. Kegiatan Wawancara, dimana data diperoleh dengan cara 

mengadakan tanya jawab dengan pihak-pihak yang memiliki 

otoritas atas infonnasi yang ingin diperoleh. 

4) Tekruk Analisa Data 

Teknik analisa yang digunakan yaitu: 

a. Teknik Analisa Deskriptif, digunakan unruk menjelaskan 

mengenai bagaimana proses pelaksanaan penagihan pajak di 

Kantor Pelayanau Pajak Palembang llir Barat dan menjelaskan 

mengenai berbagai kendala yang dihadapi selama proses 

pcnagihan terscbut.. 
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b. Teknik Analisa Deskriptif Kuantitatif, digunakan untuk 

menjelaskan mengenai pengaruh pelaksanaan kegiatan penagihan 

terhadap pelunasan utang PPh di Kantor Pelayanan Pajak 

Palembang llir Barnt. 

1.5. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan penelitian ini akan dibagi menjadi lima bab yaitu: 

BAB J. 

BAB II. 

PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan latar belakang pemilihan judul penelitian, 

peromusan masalah, tujuan diadakannya penelitian, manfaat 

yang diharapkan dapat diperoleh dari kegiatan penelitian, 

metodologi penelitian yang akan digunakan , serta sistematika 

pembahasan agar pcnelitian dapat disusun secara sistematis 

sehingga mudah dipahami. 

LANDASAN TEORI 

Bab ini berisikan mengenai konsep dasar perpajakan, teori dan 

kcbijakan yang berhubungan dcngan pajak pcnghasilan, serta 

ketent11an mengenai pelaksanaan penagihan pajak berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan 

Pajak Dengan Surat Paksa. 

BAB III. GAMBARAN UMUM KANTOR PELAYA.NAN PAJAK 

PALEMBANG ILIR BARAT 
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Bab ini menguraikan tentang gambaran umum Kantor Pelayanan 

Pajak Palembang Ilir Barat, serta hasil yang diperoleh dari 

penelitian di KPP Palembang llir Barat.. 

BAB IV. ANALISA . PENGARUH PELAKSANAAN PENAGIHAN 

TERHADAP PELUNASAN UTANG PPH DI KANTOR 

PELA YANAN P NAK PALEMBANG ILIR BARA T 

BABV. 

Bagian ini berisikan pembahasan mengenai proses pelaksanaan 

penagihan dan kendala yang dihadapi selama proses tersebut, 

serta pcmbahasan mcngenai pengamh pelaksanaan kegiatan 

penagihan terhadap pelunasan utang PPh di Kantor Pelayanan 

Pajak Palemb,mg llir Barat. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini bcrisikan kesimpuJan secara umum yang dapat diambil 

dari hasil pembahasan penelitian, dan juga saran-saran yang 

mungkin dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam usaha 

meningkatkan penerimaan pajak khususnya pajak penghasilan 

di Kantor Pclayanan Pajak Palembang Jlfr Barat. 
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